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Following the enactment of Regulation of the Minister of Law and 

Human Rights No. 17 of 2018, the role of the notary is to regulate 

the obligation of business entities, such as limited partnerships 

(CV), firms, and civil partnerships, to register their companies with 

the Minister through the Business Entity Administration System. 

The research method used is normative law (normative 

jurisprudence) with a legal approach, namely a legislative 

conceptual approach. Normative law research is a literature 

review, and the results are analyzed descriptively. If all the 

requirements and supporting conditions are met, the Notary is 

authorized to make an authentic deed and on behalf of the 

applicant, the notary submits an application for the registration of 

the establishment, amendment of the articles of association, 

dissolution of non-legal entities in the form of limited partnership 

(CV), firm and Civil Partnership to the Business Entity 

Administration System. Furthermore, in drafting authentic deeds 

pursuant to the Commercial Code (KUHD), the Civil Code 

(KUHPerdata), the Notary Law (UUJN), and the Regulation of the 

Minister of Law and Human Rights No. 17 of 2018, the notary 

bears responsibility for any errors that occur during data entry in 

SABU. Should such an error arise, the notary is obligated to report 

it to the Directorate General of General Legal Administration 

(AHU) to facilitate the correction of the recorded data. 
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Abstrak 

Peran Notaris dengan berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 

Tahun 2018 mengatur mengenai adanya kewajiban badan usaha yang berbentuk Persekutuan 

Komanditer (CV), Firma dan Persekutuan Perdata untuk mendaftarkan perusahaannya pada 

Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha. Metode Penelitian yang digunakan adalah 

hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan hukum yaitu pendekatan perundang-

undangan yang merupakan pendekatan konseptual. Penelitian hukum normatif adalah penelitian 

studi kepustakaan dan hasil penelitian dianalisis secara deskriptif. Apabila semua ketentuan dan 

syarat pendukung terpenuhi Notaris berwenang untuk membuat akta autentik dan dengan kuasa 

pemohon Notaris mengajukan permohonan pendaftaran pendirian, perubahan anggaran dasar, 

pembubaran badan usaha bukan badan hukum berbentuk Persekutuan Komanditer (CV), Firma 

dan Persekutuan Perdata pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Selain itu, Notaris 

dalam pembuatan akta autentik sesuai dengan KUHD, KUHPerdata, UUJN dan 

Permenkumham No. 17 Tahun 2018 dan Pertanggung Jawaban Notaris apabila terjadi kesalahan 

pada saat pengisian pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) adalah dengan melaporkan 

pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) untuk dilakukan perbaikan data. 

Kata Kunci: Notaris, Sistem Administrasi Badan Usaha, Persekutuan Komanditer (CV), Firma 

dan Persekutan Perdata. 
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I. PENDAHULUAN 

Kebutuhan ekonomi merupakan salah satu faktor yang mendorong masyarakat baik 

individu atau kelompok untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi guna mempertahankan, 

memenuhi dan meningkatkan taraf hidup. Dalam memenuhi kebutuhan primer, kebutuhan 

sekunder dan tersier memerlukan sumber daya finansial yang memadai. Hal ini yang mendorong 

masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi produktif, terutama melalui 

pengembangan usaha dan kewirausahaan dengan memiliki badan usaha bukan badan hukum atau 

yang berbadan hukum. 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa transformasi yang 

signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang administrasi 

pemerintahan dan pelayanan publik. Salah satu inovasi yang menunjukkan kemajuan dalam hal 

efisiensi dan kemudahan akses layanan adalah implementasi sistem administrasi badan usaha 

yang memungkinkan pendaftaran badan usaha bukan badan hukum secara digital. Transformasi 

ini merupakan bagian dari upaya modernisasi birokrasi yang bertujuan untuk memberikan 

pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.  

Legalitas badan usaha dalam kegiatan bisnis berfungsi sebagai mengesahkan 

keberadaan suatu badan usaha,  sehingga memperoleh perlindungan dengan berbagai dokumen 

yang sah diakui secara hukum serta mendapatkan dan meningkatkan kepercayaan dari 

masyarakat. (Anugrah et al., 2021). Legalitas usaha sebagai payung hukum suatu badan usaha 

yang menjadi  bentuk  perlindungan  hukum dalam keberlangsungan usaha (Indrawati et al., 

2021). Kusmanto & Warjio menjelaskan Legalitas Usaha menjadi unsur penting yang 

menunjukan bahwa suatu  badan  usaha  tersebut  legal  dan  sah  menurut  hukum.  Sehingga 

memperoleh pengakuan dari masyarakat. (Indrawati et al., 2021). Legalitas sebagai bentuk 

pengakuan negara terhadap suatu usaha sehingga dapat dijadikan sebagai syarat dalam 

bekerjasama dengan pihak lain. (Ni Nyoman Nia & Putu Gede Arya Sumerta, 2022).  

Dalam  sistem  hukum  Indonesia,  Persekutuan komanditer atau Commanditaire  

Vennootschap (CV),  firma dan persekutuan  perdata,    merupakan  tiga  bentuk  persekutuan  

yang  mempunyai  peran  penting  dalam  dunia usaha  dan  perdagangan.  Ketiga  bentuk  

persekutuan  ini  diatur  oleh  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  dan  Kitab  

Undang-Undang  Hukum  Dagang  (KUHD),  yang menjadi kerangka hukum bagi pelaksanaan 

kegiatan perekonomian di Indonesia. (Listiana et al., 2024a). Akta Pendirian Firma harus 

didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri yang daerahnya hukumnya meliputi tempat 

kedudukan firma yang bersangkutan (Pasal 23 KUHD). Setelah itu, akta pendirian harus 

diumumkan dalam Berita Negara atau Tambahan Berita Negara (Pasal 28 KUHD) (Chairani et 

al., 2023; Indra & Nawangsari, 2025; Simanjuntak & Susilowati, 2023). Dalam KUHD tidak ada 

pengaturan secara khusus mengenai cara mendirikan persekutuan komanditer. Karena 

persekutuan komanditer adalah firma, Pasal 22 KUHD dapat diberlakukan. Dengan demikian, 
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persekutuan komanditer didirikan dengan pembuatan anggaran dasar yang dituangkan dalam akta 

pendirian kemudian didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan negeri setempat. Akta pendirian yang 

sudah didaftarkan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara. Sama halnya dengan firma, syarat 

pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM tidak diperlukan karena persekutuan komanditer 

bukan badan hukum (Muhammad, 2006).  

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

(Kemenkumham), telah menerapkan pendekatan tersebut melalui layanan Administrasi Hukum 

Umum (AHU) Online, yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses berbagai 

layanan hukum secara digital. Inovasi ini sejalan dengan prinsip pelayanan publik modern yang 

menitikberatkan pada empat aspek utama, yaitu: 1) aksesibilitas, 2) efektivitas, 3) efisiensi, dan 4) 

akuntabilitas (Lumbantobing & Wijaya, 2025). Digitalisasi merupakan proses transformasi 

informasi atau data dari bentuk fisik ke dalam format digital yang dapat diolah melalui teknologi 

informasi. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah perlu 

mengoptimalkan pemanfaatan berbagai platform daring, seperti website, aplikasi seluler, dan 

media sosial. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat sistem e-government serta mempermudah 

akses masyarakat terhadap informasi dan layanan publik. Dengan demikian, teknologi informasi 

menjadi salah satu inovasi strategis dalam mendukung penerapan prinsip akuntabilitas dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik (Jabar & Yuniarni, 2025). 

Pada Juli 2018, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 (untuk selanjutnya disebut 

Permenkumham No. 17/2018) tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma 

dan Persekutuan Perdata. Dengan berlakunya Permenkumham No. 17/2018 mengatur mengenai 

kewajiban bagi para pelaku usaha yang memiliki badan usaha yang berbentuk CV, Firma dan 

Persekutuan Perdata untuk melakukan pendirian serta pendaftaran usahanya pada Menteri melalui 

Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) (Utami, 2020).  

Badan usaha bukan badan hukum seperti CV, Firma diatur dalam KUHD dan 

Persekutuan Perdata diatur dalam KUHPerdata. Pendirian badan usaha tersebut dilakukan dengan 

akta Notaris yang kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. Namun 

seiring berkembangnya teknologi pemerintah mengembangkan sistem pendaftaran untuk 

mempermudah proses administrasi melalui Sistem Administrasi Badan Usaha, yang menjadi 

solusi inovatif yang memungkinkan pendaftaran badan usaha bukan badan hukum dapat 

dilakukan secara online selama tersedia akses internet. Pencatatan Pendaftaran pendirian 

persekutuan baik Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata secara 

elektronik (online) melalui Sistem Administrasi Badan Usaha tidak lepas juga dengan pelayanan 

perijinan terintegrasi Online Single Submission (OSS) berbasis resiko sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko. Dalam mendirikan sebuah usaha, para pelaku usaha membutuhkan perizinan 
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usaha secara resmi atau disebut dengan legalitas usaha. Pelaku usaha akan memperoleh perizinan 

berusaha setelah melakukan pendaftaran usahanya. Pendaftaran tersebut berfungsi sebagai 

sumber informasi resmi terkait usaha yang didirikan. Informasi resmi tersebut mengenai identitas 

usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB), izin usaha serta berbagai data lengkap terkait kegiatan 

usaha yang sedang dijalankan. Pemberian legalitas pada suatu usaha bertujuan agar keberadaan 

usaha tersebut diakui oleh masyarakat maupun oleh negara. Dengan memiliki legalitas, usaha 

tersebut memperoleh perlindungan resmi dari negara dalam menjalankan setiap kegiatan 

usahanya (Rahmadani et al., 2024). 

Adapun penelitian dengan tema yang serupa telah dilakukan sebelumnya, namun 

masing-masing kajian tersebut membahas permasalahan dari sudut pandang yang berbeda. 

Beberapa penelitian terkait antara lain sebagai berikut:  

a. (Utami, 2020) membahas mengenai pengaturan mengenai badan usaha bukan badan hukum 

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan akibat     hukum     bagi 

badan usaha bukan badan hukum yang  telah berdiri  sebelum berlakunya Peraturan Menteri   

Hukum   dan   HAM  Nomor  17  tahun  2018  yang tidak mendaftarkan   pada     Sistem     

Administrasi Badan Usaha (SABU).  

b. (Chensita & Murjiyanto, 2021)  membahas mengenai kepastian  hukum dalam pemberian  

perijinan  terintegrasi melalui OSS,  sehubungan dengan pendaftaran  badan  usaha  secara  

elektronik  (online) melalui   SABU   pada   Dirjen   AHU   Kemenkumam, dan bagaimana 

perusahaan  yang  telah  ada  sebelum  dengan berlakunya  pendaftaran perusahaan  melalui  

SABU serta perubahan  data perusahaan yang telah dilakukan pendaftaran melalui SABU. 

c. (S. M. Harahap, 2021) membahas mengenai pengaturan hukum Permenkumham Nomor 17 

Tahun 2018 yang mewajibkan CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang telah berdiri dan 

beroperasi untuk melakukan pendaftaran dan pencatatan ulang akta pendirian CV ke 

Kementerian Hukum dan HAM melalui Sistem Elektronik SABU dan OSS, badan usaha 

CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang sudah ada harus didaftarkan ke SABU, dan peran 

notaris terkait pelaksanaan pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang belum 

terdaftar di Kota Medan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai kewenagan Notaris dalam 

pendaftaran badan usaha dengan berlakunya Permenkumham No.  17  tahun  2018 dalam legalitas 

badan usaha yaitu bagaimana penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam menjalankan 

kewenangannya dalam membuat akta autentik terkait validitas akta dan keabsahan akta autentik 

pendirian badan usaha dan implementasi pendaftaran badan usaha pada sistem administrasi badan 

usaha (SABU) dan bagaimana pertanggungjawaban Notaris apaila terjadi kesalahan administrasi 

pada saat pengisian di sistem administrasi badan usaha (SABU) yang kemudian akan menjadi 

syarat pada pendaftaran izin usaha Online Single Submission (OSS) berbasis resiko.  
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II. METODOLOGI PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif 

(yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang dipadukan dengan 

pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian 

kepustakaan yang bertumpu pada penggunaan data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan narasumber yang relevan, yaitu Notaris, guna 

memperoleh informasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder diperoleh melalui studi 

kepustakaan, yang mencakup: (1) bahan hukum primer, berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta 

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018; (2) bahan hukum sekunder, berupa buku-

buku, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah yang relevan; dan (3) bahan hukum tersier, berupa Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) dan artikel dari media internet. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara untuk memperoleh data primer dan 

studi pustaka untuk memperoleh data sekunder, yang meliputi penelaahan terhadap peraturan 

perundang-undangan, literatur ilmiah, serta sumber pendukung lainnya yang relevan dengan topik 

penelitian. Seluruh data yang diperoleh dianalisis untuk menilai konsistensi, relevansi, dan 

kesesuaiannya dengan permasalahan penelitian. 

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif 

analitis, yaitu dengan menggambarkan dan memaparkan hasil penelitian secara sistematis untuk 

menjawab rumusan masalah yang diteliti. Adapun batasan penelitian ini tidak mencakup kewenangan 

notaris dalam pembuatan akta dan pendaftaran badan hukum Perseroan Terbatas (PT), serta tidak 

membahas prosedur dan kendala pendaftaran perizinan berusaha melalui sistem Online Single 

Submission (OSS) berbasis risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 

2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pengertian dan Dasar Hukum 

 Bentuk usaha adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap 

jenis kegiatan usaha, yang disebut bentuk hukum perusahaan. Dalam bahasa Inggris bentuk usaha atau 

bentuk hukum perusahaan disebut company atau enterprise atau corporation. Bentuk hukum 

perusahaan tersebut diatur/diakui oleh undang-undang, baik yang bersifat perseorangan, persekutuan, 

atau badan hukum (Muhammad, 2006). 
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 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) Pasal 1 angka 1 “Notaris adalah pejabat umum yang 

berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Notaris Adalah pejabat umum 

yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak 

dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta autentik ada yang diharuskan oleh peraturan 

perundang-undangan dalam rangka meciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum (Darus, 

2017). 

 Pasal 1 angka 7 UUJN “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang 

dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-

Undang.” Notaris dalam pembuatan akta harus mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam 

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai landasan yuridis untuk mempertahankan keabsahan 

akta autentik. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) akta autentik harus 

memenuhi syarat-syarat (1) dibuat sesuai yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, 

(2) dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang memiliki kewenangan, dan (3) dibuat sesuai 

dengan tempat pembuatan akta tersebut. Maksudnya adalah suatu akta autentik harus dibuat dalam 

bentuk dan menurut undang-undang, dibuat oleh pejabat umum yang berwenang artinya pejabat umum 

yang diangkat dan diberi wewenang oleh negara untuk menjalankan tugas jabatannya dan akta tersebut 

harus dibuat di wilayah kewenangan pejabat umum tersebut (Sonbai et al., 2022). Melalui akta 

autentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus 

diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa (Darus, 2017). Akta autentik merupakan akta yang 

kekuatan pembuktian yang sempurna, karena akta itu dibuat oleh pejabat yang berwenang. Ada tiga 

kekuatan pembuktian akta autentik, yaitu kekuatan pembuktian lahir, kekuatan pembuktian formal, 

dan kekuatan pembuktian materiil (Salim, 2015).  

 Prinsip Kehati-hatian diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf (a) UUJN bahwa dalam menjalankan 

jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga 

kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Prinsip kehati-hatian tidak secara jelas 

disebutkan di dalam UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris).  Ketentuan tersebut terdapat pada kata 

“seksama” dalam pasal tersebut. Makna “seksama” dapat diartikan (teliti, cermat dan hati-hati), 

sehingga bahwa Notaris tidak hanya bersikap hati-hati, tetapi juga senantiasa waspada dalam 

melaksanakan tugas dan kewenangannya. (Apriana et al., 2025). Akta memiliki peranan yang sangat 

penting bagi para pihak yang berkepentingan, maka Notaris berkewajiban menjamin dan bertanggung 

jawab atas kepastian pembuatan akta, serta penyimpanan akta baik minuta, salinan dan kutipan serta 

grosse akta (Nurman, 2022). 

 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 1 angka 5 “Sistem Administrasi Badan Usaha 

adalah pelayanan jasa teknologi informasi badan usaha secara elektronik yang diselenggarakan oleh 
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Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.” Sistem Administrasi Badan Usaha merupakan 

fasilitas pelayanan teknologi informasi secara digital khusus untuk pendaftaran badan usaha bukan 

badan hukum berbentuk CV, Firma dan Persekutuan Perdata yang pengelolaannya dan operasionalnya 

yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. 

1. Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennotschaap) 

Persekutuan Komanditera atau commanditaire vennotschaap yang disingkat dengan 

CV tidak diatur Pasal 19-20 KUHD, yang terletak di tengah pengaturan firma. Maka yang 

dimaksud dengan Persekutuan komanditer Adalah suatu firma yang mempunyai satu atau 

beberapa orang sekutu komanditer (Asyhadie, 2016). Sekutu komanditer (silent partner) 

Adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang, atau tenaga sebagai pemasukan pada 

persekutuan, dan tidak turut campur dalam pengurusan atau penguasaan persekutuan. Sekutu 

komanditer hanya memperoleh keuntungan dari pemasukannya itu. 

Tanggung jawabnya terbatas pada jumlah pemasukannya itu. Persekutuan komanditer 

mempunyai dua macam sekutu yaitu Sekutu komplementer (complementary partner) adalah 

Sekutu komplementer adalah sekutu aktif yang menjadi pengurus Persekutuan dan Sekutu 

komanditer (silent partner) adalah Sekutu komanditer adalah sekutu pasif yang tidak ikut 

mengurus Persekutuan (Muhammad, 2006).  

Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 1 angka 1 tentang pengertian 

“Persekutuan Komanditer adalah Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennotschaap) 

yang selanjutnya disebut CV adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu 

komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara 

terus menerus.” 

2. Persekutuan Firma (Fa)/Vennotschap Onder Firma (VoF) 

Firma Adalah suatu jenis Persekutuan perdata yang khusus didirikan untuk 

menjalankan Perusahaan dengan nama bersama (Asyhadie, 2016). Pasal 16-35 Kitab Undang-

Undang Hukum Dagang (KUHD) mengatur mengenai dua bentuk badan usaha, yakni 

Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer. Karena sangat minimnya ketentuan yang 

mengatur tentang Firma, maka ketentuan tentang Persekutuan (maatschap, partnership) yang 

terdapat pada Buku Ketiga, Bab Kedelapan KUHPerdata terdiri atas Pasal 1618-1652, berlaku 

terhadap firma. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 15 KUHD, jadi selain yang diatur dalam 

KUHD, terhadap firma berlaku juga ketentuan KUHPerdata, khususnya ketentuan yang 

mengatur Persekutuan, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan apa yang diatur dalam 

KUHD sebagai lex specialis hukum dagang (M. Y. Harahap, 2016).  

Perseroan firma diatur dalam KUHDagang Pasal 16 sampai dengan Pasal 35. 

Perseroan Firma merupakan suatu maatschap (Persekutuan perdata) khusus seperti ditetapkan 



 
 
 
 

   

D. R. Sari 

124    JAKSA – Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik | Vol. 3, No. 4, Oktober 2025 
 
 
 

Pasal 1623 KUHPerdata dan juga dapat melakukan perbuatan Perusahaan. Ketentuan 

mengenai Persekutuan perdata menurut Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 KUHPerdata 

diberlakukan juga terhadap Perseroan firma sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 

dalam KUHDagang (Ibrahim, 2006). Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 1 angka 2 

tentang “pengertian Persekutuan Firma Persekutuan Firma yang selanjutnya disebut Firma 

adalah persekutuan yang menjalankan usaha secara terus menerus dan setiap sekutunya berhak 

bertindak atas nama persekutuan.” 

Persekutuan Firma memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Listiana et al., 2024b):  

a. Sekutu terlibat dan aktif dalam mengelola Perusahaan, 

b. Tanggung jawab tidak terbatas atas semua risiko yang terjadi, 

c. Perjanjian firma bisa dilakukan dihadapan notaris, 

d. Dalam sebuah kegiatan usaha selalu memakai nama bersama, 

e. Setiap anggota dapat melakukan suatu perjanjian dengan pihak lain, 

f. Jika terdapat hutang yang tak terbayar, maka setiap pemilik wajib melunasi sampai 

dengan ke harta pribadi, 

g. Setiap anggota firma memiliki hak yang sama untuk menjadi pemimpin, 

h. Persekutuan akan berakhir jika salah satu anggota mengundurkan diri atau meninggal 

dunia, 

i. Setiap anggota firma umumnya saling mengenal dan saling mempercayai satu sama 

lain. 

j. Setiap anggota firma tidak boleh memasukkan anggota lainnya tanpa persetujuan dan 

seizin anggota lainnya 

k. Setiap anggota mempunyai hak yang sama untuk membubarkan firma. 

3. Persekutuan Perdata (Maatschap) 

Maatschap diatur dalam Pasal 1618-1652 KUH Perdata tentang Perserikatan 

Perdata. Pasal 1618 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut: “Maatschap adalah suatu 

perjanjian antara dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke 

dalam Persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.” 

Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 1 angka 3 “Persekutuan Perdata adalah 

persekutuan yang menjalankan profesi secara terus menerus dan setiap sekutunya 

bertindak atas nama sendiri serta bertanggung jawab sendiri terhadap pihak ketiga.” 

Menurut (Ali, 1987) Persekutuan perdata adalah perjanjian antara dua orang atau 

lebih yang mengikatkan dirinya untuk memasukkan sesuatu (inbreng) ke dalam 

Persekutuan dengan tujuan membagi keuntungan (kemanfaatan) yang diperoleh karenanya 

(Pasal 1618 KUHPerdata). Pasal 1618 KUHPerdata, bahwa pendirian Persekutuan perdata 

dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Demikian juga halnya bila dicermati dalam Pasal 



    
 

Peran Notaris dalam Pendaftaran Badan Usaha... 

1624 KUHPerdata, dapat diketahui bahwa persekutuan perdata berdiri sejak adanya 

kesepakatan diantara para pendiri atau saat berdirinya ditentukan dalam anggaran dasar 

Persekutuan (Sembiring, 2004).  

B. Peran Notaris dengan berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 17 Tahun 2018 

1. Kewenagan Notaris dalam membuat akta autentik badan usaha  

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik 

dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam 

Pasal 1 ayat 7 menegaskan bahwa, akta Notaris  adalah  akta  otentik  yang  dibuat  oleh  atau  

dihadapan  Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. 

Pembuatan akta otentik yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan  dalam  

rangka  untuk mewujudkan  kepastian,  ketertiban  dan perlindungan  hukum (Amanda, 2022).  

Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik terkait pendirian, 

perubahan anggaran dasar maupun pembubaran CV, Firma dan Persekutuan Perdata serta 

dengan kuasa dari pemohon mendaftarkan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha. 

Kewenangan membuat akta autentik setelah terpenuhinya seluruh ketentuan, persyaratan dan 

melengkapi dokumen pendukung sebagaimana yang telah diatur dalam Permenkumham 

Nomor 17 Tahun 2018 dan Undang-undang Jabatan Notaris Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan 

Notaris (UUJN). Kewenangan Notaris diatur dalam UUJN Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat 

(3).  Kewenangan yang notaris itu diatur dalam Pasal 15 UUJN terbagi menjadi 3 yaitu 

kewenangan umum, kewenangan khusus, dan kewenangan yang akan ditentukan kemudian. 

Kewenagan Notaris Dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN berbunyi : “Notaris berwenang 

membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang 

diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang 

berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal 

pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya 

itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain 

atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”  

Berdasarkan pejelasan Pasal 15 UUJN di atas maka Notaris memiliki wewenang untuk 

membuat akta otentik yang berkaitan dengan semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang 

diharuskan oleh undang-undang. Kewenangan untuk membuat akta otentik ini berarti bahwa 

tugas notaris adalah untuk memformulasikan keinginan dari para pihak yang dituangkan 

dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku (Jozan Adolf, Widhi 

Handoko, Muhamad Azhar, 2020).  Notaris dalam menerapkan ketentuan-ketentuan yang 
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terdapat dalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 sebelum pembuatan akta, Notaris 

dapat memberikan penyuluhan hukum kepada para pendiri badan usaha bukan badan hukum. 

Penyuluhan hukum tersebut mencakup mengenai pendirian badan usaha bukan badan hukum 

yang sesuai, pembagian kewenangan, tanggung jawab masing-masing pihak, serta aspek 

hukum lain yang relevan dengan bentuk badan usaha yang akan didirikan.  

Dalam pendirian Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma, dan Persekutuan 

Perdata  (Maatschap)  maka  pendiriannya  dapat  menggunakan  akta  dibawah tangan 

maupun  dengan  akta  autentik  notaris.  Berdasarkan KUHPerdata maupun KUHD suatu 

pendirian CV, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata tidak mengatur kewajiban dalam 

bentuk akta autentik notaris. Namun, untuk memberikan serta menjamin kepastian hukum 

terhadap pendirian  CV,  Persekutuan  Firma,  dan  Persekutuan  Perdata tersebut, pada 

umumnya pendirian menggunakan akta autentik notaris (S. M. Harahap, 2021). Pendirian 

Persekutuan Komanditer (CV) tidak diatur secara khusus di dalam KUHD. CV merupakan 

Firma maka untuk pengaturan CV juga diberlakukan ketentuan pasal 22 dan 23 KUHD. CV 

didirikan dengan membuat anggaran dasar melalui akta pendirian yang dibuat oleh dan 

dihadapan Notaris, didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita 

Negara (Utami, 2020). 

Persekutuan firma, sebagaimana diatur dalam pasal 16 dan 18 KUHD, firma ialah 

tiap-tiap perseroan yang didirikan untuk menjalankan sesuatu usaha dengan menggunakan satu 

nama bersama, dimana setiap anggota bertanggung jawab seluruhnya. (Muslih & Perdana, 

2023). Persekutuan firma didirikan oleh beberapa orang yang secara bersama-sama berjanji 

untuk bersama-sama mendirikan dan menjalankan suatu usaha. Ini berarti bahwa secara 

materil mendirikan persekutuan firma harus dilakukan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) 

orang, yang memenuhi syarat membuat perjanjian. (Sidabalok, 2012). Secara sepintas dalam 

Pasal 22 KUHD tersebut seolah-olah pendirian firma harus menggunakan akta autentik. 

Namun, jika dilihat dalam kalimat selanjutnya, tidak harus dengan akta autentik. Oleh karena 

itu, dari rumusan Pasal 22 di atas, dapat arti dapat didirikan dengan akta ataupun cukup secara 

lisan. Akan tetapi, dalam praktek dibuat dengan akta notaris. Fungsi akta dalam hal ini Adalah 

sebagai alat bukti jika ada perselisihan antara para pihak, baik intern maupun ekstern firma 

(Sembiring, 2004).  

I. G. Rai Widjaja menjelaskan bahwa persekutuan perdata (maatschap) sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) merupakan 

suatu persekutuan yang didirikan berdasarkan kesepakatan dua orang atau lebih untuk 

memasukkan kontribusi berupa uang, barang, atau keahlian yang mencakup tenaga dan 

keterampilan ke dalam suatu persekutuan. Lebih lanjut, Gatot Supramono menyatakan bahwa 

KUHPerdata tidak secara tegas mensyaratkan pendirian maatschap harus dilakukan dengan 
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akta notaris. Oleh karena itu, pembuatan akta notaris dalam pendirian maatschap bersifat tidak 

wajib, karena persekutuan tersebut pada dasarnya dapat didirikan hanya berdasarkan 

perjanjian para pihak pendirinya. 

Bahkan, pendirian persekutuan perdata dapat dilakukan berdasarkan perjanjian lisan 

sepanjang telah tercapai kesepakatan kehendak para pihak (Utami, 2020).  Karena pendirian 

persekutuan perdata didasarkan pada suatu perjanjian, maka konsekuensi logis dan yuridisnya 

tunduk pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur 

empat syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri, 

kecakapan untuk membuat perikatan, adanya objek tertentu, serta sebab yang halal (Wiratama, 

2023). 

Pada praktiknya, pendirian suatu badan usaha umumnya dilakukan dengan akta 

notaris, kecuali untuk bentuk persekutuan perdata. Namun demikian, dengan diberlakukannya 

sistem pendaftaran badan usaha secara elektronik (online), pembuatan akta notaris menjadi 

suatu keharusan. Hal ini disebabkan karena untuk memperoleh Surat Keterangan Terdaftar, 

akta pendirian wajib diunggah ke dalam sistem pendaftaran yang tersedia. Ketentuan tersebut 

berlaku bagi seluruh bentuk persekutuan, baik Persekutuan Komanditer (Commanditaire 

Vennootschap/CV), Persekutuan Firma, maupun Persekutuan Perdata, sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 (Chensita & Murjiyanto, 

2021). 

Sebelum pembuatan akta autentik, notaris wajib terlebih dahulu mengajukan 

permohonan penggunaan nama badan usaha. Dalam proses pendaftaran CV, firma, atau 

persekutuan perdata, para pendiri atau sekutu diwajibkan memberikan surat kuasa kepada 

notaris untuk melakukan pengurusan administrasi pendaftaran. Selanjutnya, notaris bertugas 

melaksanakan pendaftaran badan usaha secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan 

Usaha (SABU) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Tahap awal yang harus dilakukan sebelum pendaftaran badan usaha adalah pengajuan 

nama badan usaha. Ketentuan mengenai pengajuan nama CV, firma, dan persekutuan perdata 

diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018, khususnya Pasal 5 

sampai dengan Pasal 9. Proses pengajuan nama dilakukan secara elektronik melalui SABU 

dengan cara mengisi format yang telah disediakan serta memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan. Atas pengajuan tersebut dikenakan biaya berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(PNBP). 

Apabila nama badan usaha yang diajukan disetujui, maka persetujuan tersebut berlaku 

selama 60 (enam puluh) hari. Sebaliknya, apabila permohonan tidak disetujui, pemberitahuan 

penolakan akan disampaikan secara elektronik melalui sistem. Lebih lanjut, Pasal 8 Peraturan 
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Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 menegaskan bahwa apabila ketentuan 

mengenai persyaratan nama CV sebagaimana diatur dalam Pasal 5 tidak terpenuhi, Menteri 

berwenang menolak permohonan pengajuan nama yang diajukan secara elektronik. 

Dengan demikian, apabila nama persekutuan yang diajukan telah digunakan secara 

sah oleh persekutuan lain dalam sistem SABU, maka konsekuensi hukumnya adalah 

permohonan penggunaan nama tersebut dapat ditolak oleh Menteri (Indra et al., 2020). 

Ketentuan ini berlaku tidak hanya bagi CV, tetapi juga terhadap pengajuan nama firma dan 

persekutuan perdata. 

Pada prinsipnya, besaran modal atau pemasukan dalam persekutuan perdata tidak 

ditentukan secara limitatif. Dalam praktik, akta pendirian persekutuan umumnya hanya 

mencantumkan bahwa jumlah modal persekutuan tidak ditentukan secara pasti, sementara 

rinciannya dicatat dalam buku atau administrasi internal persekutuan yang dapat diperiksa 

sewaktu-waktu. Demikian pula, ketentuan mengenai jumlah sekutu tidak ditetapkan secara 

spesifik, sepanjang memenuhi syarat minimal, yaitu dua orang atau lebih sekutu. 

Namun, seiring dengan perkembangan sistem perizinan berusaha, khususnya dalam 

rangka memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission 

(OSS), informasi mengenai aset atau modal usaha menjadi data yang wajib dicantumkan 

dalam aplikasi Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) pada saat pendaftaran pendirian 

persekutuan. Data tersebut juga diperlukan sebagai dasar dalam pengurusan perizinan 

berusaha melalui OSS. 

Meskipun ketentuan mengenai besaran aset atau modal persekutuan tidak diwajibkan 

untuk dicantumkan secara eksplisit dalam akta pendirian, perkembangan regulasi dan sistem 

administrasi tersebut mengimplikasikan bahwa penyebutan jumlah modal dalam akta 

pendirian menjadi relevan dan dianjurkan. Oleh karena itu, dalam akta pendirian persekutuan 

seyogianya dicantumkan besaran modal secara jelas, serta apabila dipandang perlu, diikuti 

dengan pembagian modal masing-masing sekutu guna memberikan kepastian hukum dan 

kemudahan administrasi (Chensita & Murjiyanto, 2021). Sementara itu, terkait dengan tujuan 

pendirian badan usaha, penentuannya dapat mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha 

Indonesia (KBLI) Tahun 2020. 

Ketentuan mengenai pendirian badan usaha memerlukan harmonisasi peraturan 

perundang-undangan, khususnya antara Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Jabatan Notaris 

(UUJN), serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 yang mengatur 

penggunaan akta notaris dan mekanisme pendaftaran badan usaha. Harmonisasi tersebut 
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diperlukan guna menjamin kepastian hukum dalam proses pendirian dan pengelolaan badan 

usaha. 

Dalam menjalankan kewenangannya, notaris sebagai pejabat umum yang berwenang 

membuat akta autentik pendirian badan usaha wajib berpedoman pada ketentuan yang diatur 

dalam KUHD, KUHPerdata, UUJN, serta Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. 

Selanjutnya, pengesahan dan legalitas badan usaha diperoleh melalui pendaftaran dalam 

Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) yang terintegrasi dengan sistem Online Single 

Submission (OSS) berbasis risiko, sebagai bagian dari mekanisme perizinan berusaha yang 

berlaku. 

2. Kewenangan Notaris dalam Pendaftaran Badan usaha 

a) Pendaftaran Pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata 

Pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan perdata diatur dalam 

Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 10 hingga Pasal 14. Permohonan 

pendaftaran hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 60 hari sejak akta pendirian yang 

dibuat oleh Notaris ditandatangani, apabila melewati batas waktu tersebut, pendaftaran 

tidak dapat dilakukan. Proses pendaftaran dikenakan biaya berupa Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (PNBP). Dalam Sistem Administrasi Badan Usaha, pendaftaran dilakukan 

dengan cara mengisi format pendaftaran secara lengkap dan melampirkan dokumen 

pendukung yang disampaikan secara elektronik. Dokumen pendukung meliputi: 

a. Pernyataan Pemohon secara elektronik mengenai dokumen permohonan pendaftaran 

telah lengkap; dan 

b. Pernyataan Korporasi mengenai kebenaran informasi pemilik manfaat CV, Firma, dan 

Persekutuan Perdata. 

c. Pemohon dengan memberikan kuasa kepada Notaris mengunggah akta pendirian CV, 

Firma, dan Persekutuan Perdata. 

Pemohon wajib bertanggung jawab atas kebenaran dan kesesuaian dokumen 

yang disampaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku, yang dibuktikan melalui 

surat pernyataan yang disampaikan secara elektronik. Selanjutnya, dokumen pendaftaran 

pendirian Persekutuan Komanditer (CV), Firma, dan Persekutuan Perdata disimpan oleh 

Notaris, yang meliputi: 

a. Minuta akta pendirian Persekutuan Komanditer (CV), Firma dan Persekutuan Perdata 

yang  memuat; Identitas pendiri yang terdiri dari nama pendiri, domisili, dan 

pekerjaan; kegiatan usaha; hak dan kewajiban para pendiri; dan jangka waktu 

Persekutuan Komanditer (CV), Firma dan Persekutuan Perdata. 

b. Fotokopi surat keterangan mengenai alamat lengkap Persekutuan Komanditer (CV), 

Firma dan Persekutuan Perdata. 
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Permohonan pendaftaran pendirian CV, Firma, atau Persekutuan Perdata yang 

disetujui akan diterbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). SKT tersebut dapat dicetak 

langsung oleh Notaris melalui Sistem Administrasi Badan Usaha menggunakan kertas 

putih ukuran F4/folio dengan ketebalan 80 gram. Setelah dicetak, Notaris wajib 

membubuhkan tanda tangan serta cap jabatan Notaris, dengan mencantumkan frasa 

bahwa "Surat Keterangan Terdaftar ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Usaha". 

SKT adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh menteri Hukum dan HAM atas pendaftaran 

CV, Firma dan Persekutuan Perdata (Utami, 2020). 

b) Perubahan Anggaran Dasar CV, Firma, dan Persekutuan Perdata 

Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar CV, Firma, Dan Persekutuan 

Perdata diatur dalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 15 hingga Pasal 19. 

Permohonan perubahan anggaran dasar CV, Firma, dan Persekutuan Perdata wajib 

diajukan dan didaftarkan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha hanya dalam jangka 

waktu 30 (tiga puluh) hari sejak akta perubahan yang dibuat Notaris ditandatangai. 

Apabila melewati batas waktu tersebut, permohonan pendaftaran tidak dapat diajukan. 

Atas perubahan anggaran dasar yang disetujui, akan diterbitkan Surat Keterangan 

Terdaftar (SKT). Dalam akta perubahan anggaran dasar dan Pendaftaran perubahan 

anggaran dasar berisi meliputi: 

a. Identitas pendiri yang terdiri atas nama pendiri, domisili, dan pekerjaan; 

b. Kegiatan usaha; 

c. Hak dan Kewajiban para pendiri; dan/atau 

d. Jangka waktu CV, Firma, dan Persekutuan Perdata. 

Apabila dalam permohonan pendaftaran perubahan anggaran dasar terdapat 

perubahan nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata, maka pengajuan permohonan 

pendaftaran perubahan anggaran dasar hanya dapat dilakukan setelah nama CV, Firma, 

dan Persekutuan Perdata mendapat persetujuan dari Menteri. Perubahan anggaran dasar 

badan usaha wajib diajukan dengan mengisi format perubahan serta melampirkan 

dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik. Dokumen pendukung meliputi:  

a. Pernyataan Pemohon secara elektronik mengenai dokumen perubahan anggaran dasar 

CV Firma, dan Persekutuan Perdata yang telah lengkap; dan  

b. Pernyataan Korporasi mengenai kebenaran informasi pemilik manfaat CV, Firma, dan 

Persekutuan Perdata.  

Dokumen perubahan anggaran dasar CV, Firma, dan Persekutuan Perdata 

yang disimpan oleh Notaris, meliputi: Akta perubahan anggaran dasar;  Notula rapat 

perubahan anggaran dasar CV, Firma, dan Persekutuan Perdata atau keputusan seluruh 

sekutu;  Fotokopi nomor pokok wajib pajak yang telah dilegalisasi oleh Notaris; dan 

Bukti pembayaran pendaftaran perubahan anggaran dasar. 
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c) Pembubaran Persekutuan Komanditer (CV), Firma, dan Persekutuan Perdata 

Pendaftaran Pembubaran CV, Firma, Dan Persekutuan Perdata diatur 

dalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 20. Permohonan Pendaftaran 

Pembubaran tersebut diajukan dan didaftarkan kepada Menteri melalui Sistem 

Administrasi Badan Usaha dengan memberikan kuasa kepada Notaris. Permohonan 

pembubaran badan usaha yang harus dilengkapi dokumen yang meliputi akta pembubaran 

yang dibuat Notaris, putusan pengadilan yang menyatakan pembubaran; atau dokumen 

lainnya yang menyatakan pembubaran. Pembubaran dapat dilakukan dalam hal:  

a. Berakhirnya jangka waktu perjanjian; 

b. Musnahnya barang yang dipergunakan untuk tujuan CV, Firma, dan Persekutuan 

Perdata atau tujuan CV, Firma, dan Persekutuan Perdata telah tercapai;  

c. Karena kehendak para sekutu; atau  

d. Alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d) Pendaftaran Nonelektronik dan pendaftaran yang belum didaftarkan di Sistem 

Administrasi Badan Usaha 

Pendaftaran nonelektronik CV, Firma, Dan Persekutuan Perdata diatur 

dalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 21. Sebagai alternatif, Permohonan 

pendaftaran pendirian, pendaftaran perubahan anggaran dasar, dan pembubaran CV, 

Firma dan Persekutuan Perdata dapat diajukan secara nonelektronik apabila infrastruktur 

teknologi internet di wilayah kedudukan notaris tidak memadai, atau apabila Sistem 

Administrasi Badan Usaha mengalami gangguan serta tidak berfungsi yang diumumkan 

secara resmi oleh Menteri. Permohonan harus dilengkapi Persyaratan meliputi dokumen 

pendukung dan/atau surat keterangan dari Kepala Kantor Telekomunikasi setempat 

tersebut bahwa wilayah kedudukan Notaris belum memiliki akses jaringan internet. 

Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 22 menjelaskan bahwa apabila di kemudian 

hari ditemukan adanya ketidaksesuaian antara data dan dokumen pendukung dalam 

format pendaftaran pendirian, perubahan anggaran dasar, maupun pembubaran CV, 

Firma, dan Persekutuan Perdata, maka Surat Keterangan Terdaftar (SKT) akan dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku. 

Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 23 menjelaskan bahwa 

Pendaftaran Badan usaha bukan badan hukum yang sebelumnya telah didaftarkan di 

Pengadilan Negeri namun belum belum tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Usaha, 

karena didirikan sebelum berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 berlaku, 

maka wajib didaftarkan dalam Sistem Administrasi Badan Usaha. Pencatatan pendaftaran 

dapat menggunakan nama yang telah sah dipakai oleh CV, Firma, dan Persekutuan 

Perdata yang sudah terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha. Pencatatan 

pendaftaran tersebut tidak dikenai biaya.  
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Pertanggungjawaban Notaris dalam pendaftaran badan usaha di  SABU apabila 

terjadi kesalahan administrasi hasil wawancara dengan Ibu Notaris-PPAT-NPAK                 

Latifa Mustafida S.H., M. Kn. yang berkedudukan di kabupaten Bantul menjelaskan 

Pertanggung jawaban Notaris sebagai kuasa yang diberikan pemohon apabila terjadi 

kesalahan dalam melakukan pendaftaran pada sistem adminitrasi badan usaha terhadap 

penginputan data pada identitas pendiri (direktur) maka Notaris bertanggung jawab untuk 

memperbaiki data dengan melaporkan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 

(AHU). Untuk perbaikan data ini membuat surat permohonan perbaikan data yang kemudian 

dikirim di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) di Jakarta melalui kantor 

Pos. Dalam hal ini yang membuat surat permohanan perbaikan data adalah Notaris yang 

diberikan kuasa oleh pemohon untuk mendaftarkan badan usaha di sistem administrasi badan 

usaha tersebut. Notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penginputan karena 

kesalahan penginputan dalam hal ini identitas pendiri (direktur) pada sistem administrasi 

badan usaha berakibat bahwa pemohon akan mengalami kendala melakukan pendaftaran 

perizinan berusaha di OSS. Perbaikan membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu atau lebih 

disesuaikan dengan perbaikan data dan kebijakan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum 

Umum.  Apabila terdapat kesalahan penginputan data identitas pada sistem administrasi 

badan usaha, maka berikut tahapan yang harus dilakukan (Mustafida, 2023): 

a) Notaris sebagai kuasa atau yang diberikan kuasa oleh pemohon dapat mengirimkan surat 

secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian 

hukum dan HAM. Dalam surat tersebut mencantumkan data yang salah dan menuliskan 

data yang benar dengan di bold agar lebih jelas data yang akan dibetulkan atau 

melampirkan screenshot data yang terjadi kesalahan dalam menginput pada SABU. 

Kemudian surat permohonan perbaikan data yang telah siap kemudian dikirimkan ke 

alamat kantor Pusat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umun Kemenkumham 

melalui kantor pos, disertai melampiran kelengkapan dokumen pendukung. Tanda bukti 

pengiriman disimpan untuk melakukan konfirmasi data. Setelah Notaris mengirimkan 

surat fisik, kemudian melakukan konfirmasi data memalui email dengan menyertakan 

scan surat permohonan perbaikan data SABU di AHU beserta lampirannya ke alamat 

email cs@ahu.go.id. kemudian menunggu balasan AHU dan  yang dimohonkan 

diperbaiki datanya.  

b) Apabila seluruh proses telah dilakukan, dapat mengecek secara berkala data dalam sistem 

SABU AHU akan diperbaiki sesuai dengan permohonan masuk di Direktorat Jenderal 

Administrasi Hukum Umun Kementerian hukum dan HAM. Jangka waktu dalam 

perbaikan data sesuai dengan kebijakan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umun  

Akibat Badan usaha berbentuk CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang tidak 

didaftarkan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha maka nama badan usaha yang belum 

mailto:cs@ahu.go.id
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tercatat dapat digunakan oleh pihak lain yang lebih dahulu melakukan pendaftaran. Dengan 

demikian, badan usaha tersebut wajib menggunakan nama berbeda pada saat melakukan 

pendaftaran.  Tantangan Implementasi Sistem Administrasi Usaha merupakan pendaftaran 

badan usaha adalah ketersedian jaringan internet agar tidak menjadi kendala dalam 

pendaftaran badan usaha karena harus diakses secara online. Diperlukannya pelayanan 

fasilitas dan akses yang mudah dan cepat serta efisien apabila terjadinya kendala atau 

perbaikan data dalam pendaftaran badan usaha di sistem administrasi badan usaha. 

Sehingga diharapkan pelayanan pendaftaran badan usaha dapat berjalan lebih optimal serta 

untuk mendukung legalitas badan usaha. Selain itu, Notaris turut berperan dan 

berkontribusi dalam menertibkan administrasi badan usaha tersebut. Melalui fasilitasi 

proses pendaftaran yang sederhana dan terpercaya, notaris membantu mengubah banyak 

usaha informal menjadi usaha formal yang terdaftar secara resmi. 

Tabel 1. Prosedur Pendaftaran Badan Usaha Sebelum Dan Setelah Berlakunya 

Permenkumham Nomor 17/2018 

No Perbedaan Prosedur lama Prosedur baru 

1.  Nama Badan Usaha Tidak ada kewajiban 

mengajukan nama badan 

usaha  

Pengajuan nama badan 

usaha terlebih dahulu  

2.  Akta  Akta Notaris Akta Notaris 

3.  Pendaftraran  Datang secara langsung 

Di Pengadilan Negeri 

Setempat. 

Sistem Administrasi Badan 

Usaha (SABU) secara 

online. 

4.  Legalitas/pengesahan 

badan usaha  

Pengesahan/pendaftaran 

dilakukan secara manual  

di Pengadilan Negeri  

Pengesahan diterbitkan 

SKT yang diberikan secara  

elektronik dengan QR code 

yang dapat diverifikasi 

 

IV. KESIMPULAN 

a. Kesimpulan 

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018, notaris 

memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik pendirian badan usaha bukan badan hukum, yang 

meliputi Persekutuan Komanditer (CV), firma, dan persekutuan perdata, setelah terlebih dahulu 

dilakukan pengajuan nama badan usaha. Selain pendirian, notaris juga berwenang menyusun 

perubahan anggaran dasar serta pembubaran badan usaha bukan badan hukum tersebut. Setelah 

seluruh format dan dokumen persyaratan terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, dan berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh pemohon, notaris 

selanjutnya melakukan pendaftaran badan usaha secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan 

Usaha (SABU) serta mencetak Surat Keterangan Terdaftar (SKT).  

Dalam menjalankan kewenangannya, notaris berkewajiban menjamin keabsahan akta autentik 

yang dibuat. Oleh karena itu, penyusunan akta pendirian badan usaha bukan badan hukum harus 
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dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum 

dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), dengan tetap memperhatikan 

ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). 

Dengan demikian, peran notaris tidak hanya terbatas sebagai fasilitator administratif, melainkan 

juga sebagai penjamin keabsahan hukum dalam sistem digital. Melalui kewenangan yang diberikan 

oleh pemohon, notaris mendaftarkan badan usaha ke dalam sistem SABU, yang selanjutnya menjadi 

dasar dalam proses pendaftaran perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) 

berbasis risiko, sehingga menjamin legalitas dan kepastian hukum badan usaha. 

b. Rekomendasi Penelitian 

Penyuluhan hukum mengenai pendaftaran badan usaha bukan badan hukum, khususnya yang 

berbentuk Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata, perlu 

ditingkatkan kepada masyarakat pelaku usaha. Upaya ini bertujuan agar para pelaku usaha segera 

melakukan pendaftaran badan usahanya secara resmi, sehingga dapat mencegah penggunaan nama 

usaha oleh pihak lain, meminimalkan potensi sengketa hukum di kemudian hari, serta mewujudkan 

penyelenggaraan kegiatan usaha yang lebih tertib dan memiliki kepastian hukum. 

Selain itu, pemerintah perlu memperkuat payung hukum terkait digitalisasi akta notaris melalui 

penguatan dan pengembangan integrasi Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Pemerintah juga 

diharapkan dapat menyediakan fasilitas dan akses layanan yang lebih mudah, cepat, efektif, dan 

efisien, khususnya dalam hal penanganan kendala teknis maupun perbaikan data pendaftaran. Layanan 

tersebut sebaiknya tidak hanya terpusat di kantor pusat, tetapi juga dapat dilakukan melalui kantor 

wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Di samping itu, diperlukan penyelenggaraan pelatihan atau 

seminar nasional bagi notaris terkait penggunaan sistem SABU guna meminimalkan kesalahan 

administratif, sehingga dapat mendukung pelaksanaan pelayanan pendaftaran badan usaha yang lebih 

optimal dan berorientasi pada kepastian hukum. 
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